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TENTANG
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KABUPATEN DAERAH TINGKAT li MAGELANG
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

o3
‘Menimbang : a. buhwu dnlum rungku menclpiukun teriib agmini strus:

. - baql rumah-rymah . dinas milik / dikuasai olsh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat il Magelarg

- serta ‘untuk meningkatkan Pendapatan Asii Daerc

maka perlu - dilokukan pengaturan tentang sewa

Rumah Dinqs Mllil-q /! dikvasai oleh Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ; .

M' K!ig €l . Paerah Tingkai I Magelang

2 Wi BeékBAdad /P ?éé an menguiur tentang Sewa

DOKUM:HW ’ﬁio Eﬂg oleh Pemerintah
- bgelung

KABUPATEN MAGELANG

Dipindai dengan CamScanner



-2- \
b
fengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tohun 1950 jo. Peraturan \
Pemerintfah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-doerah Kabupaien Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 12/Drl Tahun 1957 jo. Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang: Peraturan Umum
. Reftribusi Daerah ;

»

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Doerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 3037) ;

4, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tenfang
Perumahan dan Pemukiman ;

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 teniang Pojak
Bumi dan Bangunan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor é Tahun 1968 tentang
Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada
Pemerintah Daerah Tingkat | ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang S
. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomeor 49 Tohun .
1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;

8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tenlang
Perubahan Penelapan Status Rumah Negeri ;

9. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1979
lenfang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah
Daerah ;
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10. Keputusan Menteri Dalami Nég'erl Nonaor 020-595 Tahun
1980 tentang Manual Aciminisirasi Barcang Daerah ;

11. Kepulusan Menleri Pekerjaon Uimum  Nomor
417 /KPTS/1985 taninng Penetapan Sewa Uniuk Ruman

Negara ;

12. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nonior 973-442 Tahun
1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerch Lainnya serta
Pemungutan Pajak Bwmi dan Bangunan di 99
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingket |l ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawo
Tengah Nomor 12/9/1986 tenlang Penetapon Tarip
Sewa Rumah-rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

14, Peraturan Daoerah Kabupaten Dcerah Tingkat i
Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang, Biayc
Adminisirasi Perijinan dan Rekomendasi ;

15. Peraturan_. Daerah Kubupdten‘,,ﬁuemh 'ﬁngkcr{ i
Magelang Nomor 5§ Tahun 1988 tentang Penyidik

. Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dae.ah Tingkat Il Magelang.

n perseiu;dun Dewun Perwukllun Rak: vqi Daerah Kabupaten Daerah
‘Il Magelang.

MEMUTUSKAN

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
MAGELANG TENTANG SEWA RUMAH DINAS MILIK/DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i

MAGELANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerch Tingkah;‘
Magelang ;

b. Bupati kepala Daerah adalch Eupﬁti Kepal.: Daerah Tingkat i
Mageiang ; ~

c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapoion Daoerch
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ;

e. Penyewa adalah orang-orang yang felah dileniukan berhok
menempali Bangunan Rumah Dinas Miiikk/dikuasai Pemerintan

Kabupaten Daerah Tingkat || Magelang sesuai dengan jabatennya dan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkal Il Magelang ;

f. Rumah Dinas adalah suatu konstruksi fehnik dengan nama, beniuk dan
dari bahan apapun yang dilanam atau dilekatkon [didirikan} secara
tetap pada tanah yang berguna vuniuk tempai tinggal yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat | Magelang:

g. Sewa Bangunan Rumah Dinas adalah sejumiah vang sebagai refribusi
yang wajib diserahkan sesuai penggolongan Rumah Dincs Kepada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkal || Magelang melalui Dinas
Pendapatan Duarah

h. Bangunan Rumah Dinas Golongan | adalah Rumah Jabatan milik
Daeraoh yang disediokan uniuk ditempali oleh Pemegang Jabatan
tertentu yang-erkail karena jabatannya harus tinggal di rumah tersebut.

(] j !
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. Bangunan Rumah Dinas Golengan Il adalah Rumah Insta nsi milik Dneréhi
yang tidak boleh dipindeh-langankan dari svatu Dinas | ain yaitu honya
ditempal oleh Pegawal dari Dinas yang bersongkularn.

£

j. Bangunan Rumah Dinas Golongan Il adalah Rumaty milik Daerah
lainnya yang disediakan untuk diltempali olen Pegawai i legeri ;

Penyidik Umum adalah Pejabal Polisi ferteniu daiam jaj aran Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khus us clen Undang
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap findak pidang; |, ,

I. Penyidik odciah Pejabal Pegawai Negeri Sipil fertentu dalam
lingkungan Pemerintah Kabupalen Daerah Tingkat Il AAcgelong yang
diberi wewenar khusus oleh Undang Undang untuk melckukan
penyicikon--terhe 1p pelanggaran Percturan Daerah yang memuct

ketentuan pidana :

m.Penyidikan adclah c2rangkaion tindakan penyidik dlalam hal don
menurut cara yang dictur dalam Undang Undang uniuik mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukii itv membuai tercng tenfang
findak pidona yang terjadi dan guna menemukan tersan gkanya.

BAB I
KETENTUAN MENEMPATI RUMAH DINAS

l’ Pasal 2

Permohonan ljin menempati Rumah Dinas diajukan secara fertuis kepado
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) fjin menempati-Rumah Dinas berupa Kepulusan Bupali Kepak Daerah
whluk- Ruriich-Golongan Il dan Golongan il sedangkan univk Rumah
Golongon | sesval dengan Sural Keputusan Jabalan,
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¢« 12) §in menempali Rumah Dinas diberikan selama-lamanya 5 (lima) tar
dan harus diperbaharul apabila yang bersangkulon menjobat kemk
afau berdasarkan pettimbungan Bupall KFepala Daeroh,

(3) Besarnya biaya adminiskrasi Surat fin menempali  Purnah Dlr
ditetapkan setual dengan Peraluran yang berloku,

Pasal 4

in menempati Rumah Dinas dapot diberikan kepada Pernohon deng
syarat-syarat sebagai berikut :

a. Menunjukken Surat Keputusan Jabatan alau Rekemendasi dari Buge
Kepala Daoerah ;

b. Membayar Relribusi Sewa Rumah Dinas sesuai dengen keteniuan yar
beriaku ;

c. Sanggup menjaga ketertiban, kebersihan dan keindchon lingkunge
seria memelihara bangunan Rumah Dinas ;

d. Tidak menuntut pesangon dan atav ganti rugi apabila sewakiv-wak
bangunan Rumah Dinas yang dilempali diperiukan oleh Peme ¢

Daerah ;

e. Tidak boleh merubah bentuk, menambah bangunan atau menguran
dengan bentuk bagaimanapun lanpa jjin Instansi yang berwenang ok

rumah yang bersangkulan ;

f. Tidak diperuniukkan kegialan yang bsrlentangan dengan Peraturc
Perundang-undangan ;
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g. Segala biaya yang timbul sehubungan dengaon hak menempati Rumah
. Dinas dimaksud seperti langganan lisirk, air minum, langganan
telephon dan sebagainya menjodi langgungan penghuni Rumah Dinas;

" h. Tidak diperkenankan menunjuk penghuni lain, mengalihkan noma,
menyewakan kepada Pihak Keliga sebagian alau seluruhnya untuk

] .:dihuni atauv untuk kepentingan lain.

Pasal §

1) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan | adalah yang ferkait
k. arena jabatannya (Rumah Jabatan) .

{2) Y'ang berhak menempati Rumah Dinas Golongan Il adalah Pegawai
M egeri Sipil yang menempati Rumah Dinas pemerintah Doerah yang

t.erkaii karena dinasnya.

(3) Yang berhak menempati Rumah Dinas Golongan Il adalah Pegawal
rvegeri Sipil yang mendapatkan ljin dari Bupati Kepaia Daerch.

Pasal é

i

fir; /1y enempati Rumah Dinas fidak dapat dipindah-tangankan.

Pasal 7

-

Apa bila jangka wakiuv jjin menempati Rumah Dinas telah habis maka
wajil> mengembalikan/menyerahkan Rumah Dinas leisebui kepada
Pem erintah Daerah selambal-lambalinya 14 (empat belas) hari terhitung

mulcii tanggal jaluh tempo.
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Pasal 8

= (1) Apabila pemohon/penghunl Rumah Dinas melanggar syarot-syarat
yang lelah ditetlapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini,
maka ljin dapat dicabut dan dibatalkan dengan Fepulusan Bupali
Kepala Daerah dan segera menyerahkan kembali kepoda Pemeriniah

e Daerah.

(2) in menempati Rumah Dinas Golongan |, Il dan il dapat diputuskan
sewakiu-wakiu oleh Bupati Kepala Daerah apabila bangunan Rumah
Dinas dimaksud dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) fin menempati Rumah Dinas swaktu-wakiu putus apabilc yang berhak
menempati) Rumah Dinas dimaksud secara nyatc selama jongko
wakiu 3 (figa) bulan terus menerus meninggalkan cfau fidok
memakai/menempati Rumah Dinas tanpa mendapat fjin feriulis dari
Bupati Kepala Daerah.

Pasal ¢

Pemutusan hubungan sewa-menyewa dilaksanakan dengan Kepuitusan
Bupati Kepala Daerah.

¥:

-

BAB Il
KETENTUAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS

PUSAT JARINGAN «iue

Retribusl sewa Rumah Din D%HQHTMN QEMSL?MM er

persedl. rayehing, Pangkal BN ORBUPATEN MAGELANG
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. : Pasal 11

efribusi Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraluran Doeran ini
dalch termaktub dalam Lampiran yang merupakan bagian fidak
erpisghkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

1) Reiribusi Sewa ‘Rumah Dinas ditetapkan dengan Surat Ketetapan
Se.oran Bulanan (SKSB).

) Refribusi Sewa Rumah Dinas dibuvdrkan paling lambat tanggat 5 fiima)
bulan berikutnye pada Bendahara Khusus Penerima Dipenda.

) helombatan pembayaran Retribusi sewa Rumah Dinas dikenakan

denda sebesar 10% ([sepuluh perseratus} uniuk seficp bulan
kelambatan.

Pasal 13

) Bargmgosiopa melakukan pelanggaran terhadap ketentvan-ketentuan
da Peraturan Daerah ini diancam denngan pidana kurungan
sejama-lamanya 6 [enam) bulan dan atab denda setinggi-tingginya
fp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

) Semua penyimpangan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah
pelanggaran.
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BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

. Pasal 14

(1) Selain olek Penyldik Umum, penyidikon atas findak pidano
sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraluran Doerah ini dilokukon cleh
Penyidik Pegawal negerl Sipil dalam lingkungan Pernerintanh Doerah

. yong pengangkatannya ditelapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

-

{2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pcra pejabat sebogoimanc
dimaksud daiam ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecrang tentang cdanya
findak pidana;

b. ielckukan tindakan pertamc pada sact itu di ifempet kejcaian dan
melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang lersangka dan memeriksa londa
pengenal diri tersangka ;

d. Melckukan penyitaan benda dan alau surat ;
. e. Mengombil sidik jari dan memolrel seseorang ;

f. Memanggil orang uniuk didengar dan diperiksa sebagal tersangka
afau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlvkan dalom hubungannya
dengan pemerfiksaan perkara ;

h. Mengadakan tfindakan lain  menurut hukum yang dapal
dipertanggung jawabkan ;
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¥ i t
i. Menghentikan penyiclikan setelah mendapal petunjuk dari penyidik
umum bahwa lidok terdapal cukup bukli atau peristiwa lerseout

buken merupakan findakan pidana atou penyidikan di hentikon
demi hukum dan sela njutnya ;

j. Membual Berita Acara alas pelaksanaan dan hasil penyidikon yang
selanjuinya diserahka n kepada Penyidik Umum.

BAB V
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengowasan terhadap pelakisanaan Peraturan Daerah ini diloksangkan
oleh Inspektorat Wilayah Kabu paten Magelang.

~ BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16 X

Pengelolaan terhadap pela kmndﬁn Peraturan Daerah ini diserchkan
* kepada Dinas Pendaopatani Daerah Kabupaten Daerch Tingkat 0l

Magelang.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Bupatli Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapal mengelahuinya rnemeriniahkan
per.gundangan Peraturan Daerah ini dengan penermpatlannya dalam

lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Juli 1995.

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG
KETUA
TTD TTD
SOEGIHARDJO . KA R DI
DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Tanggal 26 Januari 1996, Nomor : 188.3/08/199é

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
Hd.
SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP. 010 088 157.
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Dundangkan dalcam Lembaran Daerah
Kabupaten Daera h Tingkat || Magelang
Nomor 7 Tahun 1996 ; Tanggal S Pebruari 1996
Seri D ; Nomor 4
Ymi. Sekretaris Wilayah / Daerah

. .

Drs. H. SOLECHAN AS. = "~

Pembina Tingkat |.
NIP. 500 034 460.
Ketua BAPPEDA.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

SEWA RUMAH DINAS MILIK / DIKUASAI PEMERINTAH
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menciptakan tertio odministrasi bogi Rumah-
rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingict
" I Magelang sebagaimana pelaksanaannya diatur dalom perctuman
Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 Tahun 1980 tenteng Menud
Adminisirasi Barang, diperlukan pengaluran dan pengawasan terhacop
Rumah-umah Dinas millk / dikuasai Pemerintah Kabupaten Doemh
Tingkat | Magelang dalam suatu Peraturan Daerah yang disesuaikan
dengan Kepuiusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Nomor @ 012/9/1986 tentang Penetapan Sewa Rumah Dings
Milik/Dikuasai  oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan
mendasarkan pada luas lantai per meler persegi, rayoning, pangiat
dan jabaian.

% PINJELASAN PASAL DEMI PASAL.

*

Pasal 1 hurufe : Penyewa adalah orang-orang yang menempai
‘vmaoh dinas milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tinglat
. Magelang baik dilunjuk karena jabalannya sesuvai dengan Surat
Jabatannya, karena dinasnya harus menempali rumah dinas maupun
fkgawai Negeri Pemerintah Kabupalen /daerah Tingkat | Magelang
‘aing telah diberi fin unfuk menempati Rumah Dinas Milik/Dikvasa
‘emerintah Kabupaten Daerah Tingkal | Magelang.
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sal 1 huruf f  Rumah Dinas di ¢ini selain konsiruksi bangunan yang
ditanam alau dilekatkan (didirkan) secara tetap
pada tanah juga sualu konsiruksi bangunan yang
dilekatkan (didirikan) di boangunan  lain yang

berguna sebagal lempail linggal yang
dimiliki/dikvasai oleh Pemerintcih Kabupalen Daerah

. Tingkat Il Magelang.
sal 2 : Permohonan ijin menempali Rumah Dinas milik/

dikvasai Pemeriniah Daerch diapkan secara tertulis

uniuk :

- Golongan | disertai foto copy surat Keputusan
Jabatan.

- Golongan |l disertai dengan foto copy Surct
Penugasan.

- Golongan Il disertai dengan Foto copy Kariu
Pegawai dan KIP.

al 3 : Biaya administrasi adalah biaye yaing dikeluarkan
oleh Pemohon pada wakiu memperoleh {in
menempati rumah dinas.

sal 4 huruf e : Instansi yang berwenang dimaksud adalch Bagian
Perlengkapan Sekretarial Wikayah Kabupaten
. Daerah Tingkat Il Magelang.
sal 5 : Cukup jelas.
sal 6 : Cukup jelas.
sal 7 : Cukup jelas. e e
gl el
sal 8 : Rumoh Dinas yang telah habis jangka waoklu jjin

penempalannya diserahkan kepadcia Pemerintah
Daerah lewat Bupall Kepala D aerah secara tertulis,
kemudian Dinas Pendapatan D aerah don Baglan
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Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

oorqm’ A FORMAS HOKL

Ve

Perlengkapan melakukan pemeriksoan ds
membual Berita Acara Penyerahan, ken
dibvatkan Surat  Keputuson Bupali  fe
Pemulusan Hubungan Sewa Menyewa Rumah

Pulusnya hubungan sewa menyewa rumah

karena penyewa meninggol dunio maka Per
diberi lenggang wakiu selarma 45 (ernpot

lima) hari untuk menyerahkan rumah dina |
kepada Pemeriniah Daerah.

: Cukup jelas.
- Ct:lkup]elas.

: Refribusi Sewa Rumah Dinas yang tercantum ¢

Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan b
fidak terpisahkan dari Peraturan Doerch yang

c'bayarkan setiop bulannya oleh Pejabat

Pegawoi Negeri Sipil yang memperoieh
menempati Rumah Dinas.

. Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

F‘USJ\T JARINGAN

KAB PATEN MAGELANG

. Cukup Jelas.
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